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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT I UTUNG PANDANG
NOMOR : 4 TAHUN 1999

"TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR
RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il UJUNG PANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 1T

UTUNG PANDANG

Menimbang : a. bahwapengelolaan pasar-pasar dalam Kotamadya Daerah

Tingkat I1 Ujung Pandang yang selama ini dilaksanakan
oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat
1l Ujung Pandang, mska sesuai dengan perkembangan
Ujung Pandang sebagai Kota Metropolitan akan lebih baik
dan berdaya guna serts berhasil guna jika sebagian
pengelolaannya ditangani oleh Perusahaan Daerah ;

b. bahwa Perusahaan Daerah Pasar sangat dibumhkan

keberadasnya di wilaysh Kotamadys Dacrah Tingkat [1
Ujung Pandang dalam menunjang penyelenggaraan
Otonomi Daerah serta penyelenggaraan kemanfaatan

umum dengan berpegang pada efesiensi dan efektifitas
schingga perlu dibentuk Perusshaan Daerah Pasar

I}



Mengingar

Makassar Raya yang telah mendapat persetujuan prinsip
Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor 061/234%/5)
tanggal 6 Agustus 1997,

¢. bahwa berdasarkan hal-hal wersebut diatas perlu ditetapkan
dengan Perturan Daerah Kotarmadya Dasrah Tingkar 1!
Ujung Pandang tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Pasar Makassar Raya Kotamadva Daereh Tingkat IT Ujung
Pandang

- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822) jo, Peraturan Pemerintzh Nomor
51 Tehun 1971 tentang Perubahan RBatas-batas Daerah
Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa,
Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam linghkungan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomar 65, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

2. Undang-undang Nomor § Tahun 1962 Perusahaan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037),

", Vindang-undang Nomor 5 Tabun 1974 tenmng Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Undang-undang nomor 4 Tahun 1982 1emang Ketentuan-

ketentuan Pokok Penpgelolaan Linghungan Hidup
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987

rad

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repub
[ndonesia Nomor 3215 ;

5. Peraturan Pemeriniah Nomor § Tahun 1975 tenta

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawas

o Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub)

Indonesia Tabun 1975 Nomar 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tenta

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daer

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19.

: MNomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republ
’ ! Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 19!
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusaha:
Daerah dilingkungan Pemerintah Daerakh;

8. Peraturan Mented Dalam Neger Nomor 4 Tahun 19¢
tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahasn Daer:
dengan pihak ketiga;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 19€
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perature
Perubshan.

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Strukty
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasa

L il r"l.

R

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dagra
Tingkat [1 Ujung Pandang.

I : MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAJ
TINGKAT 11 UJUNG PANDANG TENTANC
PEMBENTUKAN DAERAH PASAR MAKASSAR RAY:
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 UJUNC
PANDANG



BAB |
LETENTUANUMLM
Pasal |

I vadan Perntiran Daerah ini yang dimaksud dengan :

a  lerah sdaish Kotamadva Deerah Tingkat [ Ujung Pandang .

b Pemengizh Daerah adalsh Kepala Daerah dan Dewsn Perwakilan Rakyat
Ihacrah Kotamadya Dacrah Tingkat If Ujung Pandang :

¢ Kepala Daerah adaleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkar i1 Ujung
Pandang ; '

d. Perusahsgan Daerah adalah Perusahasn [Daerah Pasar Makassar Rava
Kotamadya Daerah Tingkat I Ujung Pandang ;

e. [reks adalah Dhireksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Rava
Kotamadya Daerah Tingkst [l Ujung Pandang ;

f Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerzh Pasar

Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat Il Ujung Pandang |

Pegawas adalah Pegawai Perusahaan Daersh Pasar Makassar Raya

Kotamadva Daerah Tinghat I Ujung Pandang dan Pegawai Negeni Sipil

lainnva vang diperbantukan pada Perusahsan Daerah.

o=

BaB I
PENDIRIAN DAN KEDUDLUEAN HUKUM
Pasal 2

Dinas Penpeioiaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat 1 Ujung Pandang vang
Jipentuk dengan Peraturan Daerah Kommedva Daerah Tingkat 11 jung
Pandang Nomor 1} Tehun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kena Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daemah Tingkat 1 Ujung
Pandang { Lembaran Daersh Kotamadva Daerah Tingkat I Ujung Pandang
somor |2 Tahun 1995 Seri D Nomor $) diserahkan sebagian assemnva
menjadi Perusahaan Daerah sesuai ketemtuan Perundang-undangan vang
herlzkw. selanjutnya disehut Perusahasn Daerah Pasar Makassar Rava
K mnmadyva Daerah Tingkat 1 Ujung Pandang.

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah ini adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakar
usahanya berdasarkan Peraran Daerah ini ;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini, mak:
terhadap Perusahaan Daerah ini berlaku segala ketentuan Hukum yang
berlaku di Indonesia.

BAB Il
NAMA. TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN
DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 4

11} Perusahaan Daerah ini didirikan dengan nama Perusshaan Daerah Pasa
Makassar Raya ;

{2) Perusahaan Daersh ini berkedudukan dalam wilayah Daerah ;

13) Perusahaan Daerah ini dapat membuka Kantor Pembantu berdasarka
keburghan,

Pasal 5

Tujuan Peruszhaan Daerah ing adalah ;

5. Mewujudkan dan meningkatkan pelavanan omum kepada masvarak:
dalam upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasarana serta fasilit
penunjang lainnya dibidang Pasar ;

b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah delam rangh
pengembangan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Untuk mencapai mjuan dimaksud Pasal 5, Perusahaan Daerah im1 berger:
dalam lapangan usahafpelayanan umum dibidang Pasar



Pasal 7

[ialam rangka mengembangkan lapangan usahanva. dapat malakukan
hubunean kerjasma dengan pihak lain vang mengumunghkan Perusahaan
hpernh in setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerzh: sesuai dengan
L eeniuan Peraturan Perundang-undangan Vang berlaku

DBAB IV
MODAL
Pasal 8

(1) Modal dasar Perusshaan Daerah ini yang dinilai sebesar
Rp.69.115,114.000.- ( Enam puluh sembilan milyar seratus lima belas
juta seraty empat belas ribu rupiah ) |

(27 Modal tersebul pada avat (1) Pasal ini hersumber dari nilal asset yang
herbentik tanah den bangunan vang sedang dipergunakan maupun
dalam pengeleiasn yang seluruhoya pada sasl pendirian Perusahaan
Daerah ini masih berada dibawah Penguasaun. Tanggungiawah dan
Pepgawasan Linas Pengelolasn Pasar Kotamadya Daerah Tingkat 1
{jung Mendang untul selanjuinys akan menjadi milib Perusahaan
Dasrah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku ;

.\ Persxmbahan modal perusahzan daerah ini diteraokan dengan Peraturan
Llaerah.

BAB VY
PENGLASAAN DANCARA MENGURUS!
STRUK TUR ORGANISASI
Pasal 9

(1) Perusshaan Daerah dipimpin oleh Direksi veng terdiri dan seorang
Direktir Utama dan 2 (dua) orang Direktor ©

bt

(2) %ﬁmﬂk& adalah Warga Negara Indonesia yang diangkar d
dibes oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;

(3) Direksi-bertanggung jawab kepada Kepala Dacrsh melalui Bad
Pengawas ;

i4) Pengangkman dimaksud ayat (2) passl ini. dilakukan untuk jangl
wakiu selama 4 (empat) tahun dan setelah waktu berakhir, Anggo
Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai deng:
Peraturan Penundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

n Anggmnmi.ksl berhenti atau dapat diberhertikan oleh Kepala Dasre
meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
a. Mennggal Dunia;
b, w sendiri;
c. I mas4a jabatan sebagai an Drireksi i
: %“:fmm qa}m[4}FHﬂumDumhmt'll;Ji; e
: it terus menerus vang tidak memuongki
i e g gkinkan melakukan wiga
e. Perbuatan vang merugikan Perusahaan Daerah;
f. Perbuatan atau sikap vang bertentangan dengan kepentingan Daeral
_ maupun kepentingan Negara.

(2) ?e_ml:fmhcuﬁan karena alasan tersebut pada avat {1) hurufe dan f pasal
ini, dilakukan ridak dengan hormat jika merupaken suans pelanggaras
T_mdak Pidana vang telah mempunyai kekuatan hukum vang tetap,

{3} Jika p_c:f-b-nhmﬁan karena alasan tersebut pada avar (1) huruf e dan
pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri vang harus dilaksanakan dalam waktu | (satu)
I:n:_.nlan setelah Angpota Direksi vang bersangkutan diberiishukan tentang
miat aken pemberhentian 1o oleh Kepala Daerah. -

4} Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebm
pada_ aval { 3} pasal im belum ada keputusan. maka pemberhentian im
menjadi batal dan Anggota Direksi vang bersanghutan dapat segera
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(1}

-
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(1

menjalankan jabatannya lagi kecuali llamana vk keputusan
peniberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri dan
dulam hal demikian harus diberitabukan kepada vang bersangkutan

Pazal 11

Antara sesama Anggota Dircksi fidak diperbolehkan adanya hubungan
heluarga sampai derajzt ketiga baik menurut gans lares maupon garis
kesamping, termasvhk menantu. ipar (hubungan semenda lainnya);
l1ka seorang Anggota Direksi sesudah penpangkatannya temyata masuk
hubungan keluarga dengan seorang Angeota Direksi sehagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Angeota Direksi yang bersangkutan
udak boieh terus memangky jabatannyva kecuali dengan izin Kepala
Daerah; :

Anggota Direksi tidak boleh mempunvai kepentingan pribadi lang sung
atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain vang beruizahs
dalam lapangan yang bertujuan mencari laba:

Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 12

Direktur Utama mewakili
pengadilan;

Direktur Utama dapat menyerahkan kelkuasaan mewakili rersebut pada
avat (1) pesal ini kepada salah seorang Anggota Direksi yang Khusus
ditunjuk uuiuk itu atau kepsda seorang’beberapa orang Pegawai
Perusahasn haik sendiri-sendini maupun bersama-sama atay kepada
crang/badan lain dengan persetujuan Kepala Dazrah.

aan Daerah didalam dan diluar

Pasal 13

[lireksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Dacrah
menurut kebijaksanaan yang telzh ditetaptan Badan Pengawas sesuai

2

(1)

123

dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah Tingkar 11
Pandang;

Tata tertib dan cara menjalankan Perusahman Dacrah diatur
peraturan vang ditetaphan oleh Direksi dengan persetujuan
Pengawas.

Pasal 14

Direksi memerlukan persemjuan tenulis dari Pemenntah Dacrab

melakukan hal-hal vang rerssbut dibawah i :

a Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.

. Meminjam uang atas nama Perusahaan Dasrsh dan mengs
perjenjian huang;

¢. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai peminjam:

d. Memperoleh dan memindah tangankan barang-barang
bergerak aias pama Perusahson Daerah;

Perestijusn sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberika

Pemerintah Daerah. terkecoali vang bersifal tehris operasiona

persetujusn boepala Daerah:

Apabils Direhtur |/iama terhalangan. maks rugasnya difekuka

salah seorang Anggota Direhsl vang tertua daiam jabatannva,

Pasal 15

Susunan Organisesi dan Tats Kena Perusahaan Duensh ditetapkan d
Keputasan, Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-und
vang berlaky

BAB V1
BADAN PENGAWAS
Pasat 16

Svara-syaral Anggota Badan Pengawas -



= Anggots Badan Pengawas adalsh Warga Negara Indonesia

b. Anggota Badan Pengawas memiiki keahlian sena mempunyar akhlak
dan moral yang baik;

¢ Anggota Badan Pengawas bertempar tinggal di tempat kedudukan
Perusshaag Daerah:

d. Anggota Badan Pengswas terdini dari orang-orang yang tidak pemah
melakukan kegiatar vang merngikan kepentingan Negara dar atau
tindakan-tindakan yang tercela lamnya;

¢ Antata sesama Anggotz Badan Pengawas dan antara Anggow Badan
Pengawas denpanany ota Direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan
keluarge sampai derajat ketiga. baik menurut garis lurus maupuy
kesamping termasuk menantu ipar (hubungan keluarga semendz
lainnya);

f. Jika sesudah pengangkatan mereks masuk dalam hubungan keluarga

sebagaimana huruf e. maka uniuk melanjutkan jabstannya diperlukan

izin tertulis dari Kepala Daerah setelsh mendengar pertimbangan pe.abat
vang berwenang:

Anggota masyarakal tertentu dapst diangkat menjadt Anggota Badun

Pengawas sepanjang memenuhi svaral

2

Pasal 17

(1) Anggoiz Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banvaknya 3 (lima)
orang dan sekurang-kurangnva 3 fliga) orang :

(2) Kepaia Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas
secara Ex-¢fiicio;

(3) Anpgots Badan Pengawas dianglat oleh Kepala Daersh untuk masa
jabztan maksimum 3 (tiga} tahor:

i4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepale Dasrah ientang
Pengangkatan Anggota Badan Pengawes, ter!ebih dahulu mendapatkan
persefijuan pnnsip dari pejabat vang berwenang;

(5) Setizp permohanan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan
Pengawas disampaikan cleh Kepela Daerah secam lengkap kepada

10

Instansi stasan dengan dilampirkan Keterangan/dentitas/Calon

Anggoti Badan Pengawas vang bersangkuian berupa :

2. Daftar Riwavat Hidup lengkap vang memuat pendidikan dan
penpalaman kerja.

b. Sual Pernyamaan Kepala Daerah vang menvatakan bahwa antara
calon Anggota Badan Pengawas vang divsulkan tidak mempunyai
hubungan keluarga sampai derajat ketiga. baik menuTut garis vertikal
madpun garss horisontal, termasuk menantu dan ipar (hubungan
keluarpa-semenda lainnya):

¢. Pendapat. saran-saran dan nertimbangan lamnnya atas calon-calon
yang disslkan:

d. Surat pernvataan kesedizan menjadi calon:

¢. Pas Photo wkuran 4 x 6 cm,

(6] Kepala Daerah vang menjabat Ketus mesngkap Anggota Badan
Pengawas dikecualikan dan ketentuan ava (4) dan avat {5 pasal ini.

{71 Permchonan persélujuan prinsip sehagaimana tersebut dalam avat {37
pasal ini disampaikan olch Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (bea)
bulan sebelum mase jabatan Angeowm Badan Pengawas yang lama
herakhir.

81 Instansi sasan memberikan pertimbungan entang devat atan tidak
dapat  diangaka: calon Anggota Badan Pengawas vang divsulkan
sebagai Anggota Badan Pengawas;

19} Ketua dan Anpgota Badan Pengawas menerima uang jasa vang besamva
ditetapkan aleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusshasn
Daerah.

Pasal 18

{1} Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh
Kepala Daerah meskipun masa jabatanny# belum berakhir karena
a. Meninggal dunia.
b. Permntaan sendin.
¢. Meiakukan scsuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah




i

id. Sesuatn hal vang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan
TUgasnya secara wajar.

Pemberhentian termaksed pada huruf e dan d dilakukan denpan Surat

Keputusan Kepala Daerah.

Khusus dalam hal di duga terdapat mduhan tersebur dalam ayat (1)

hurtl ¢ pasal ini. Anggota Badan Pengawas vang bersangkutan

diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah ;

Pemberhentian sementara itu diberitabukan secars tertulis kepada

Anggola Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Angpota

Badan Pergawas |ainnva disertal alasan-alasan yang menvebabkan

permbrrhentian sementara tersebut;

Dialam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebur pada

ayal {(3) pasel ini dilakukan hal-hal sebagai berikut

a Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan
unik membela dir dalam masa sidang vang khusus disdakan unik
dalan; wakiu 1 {satu) bulan sejak Anggorz Badan Pengawas tersebnt
dibernahukan tentang pemberheniian sementaranya. jika Anggots
Badap Pengawas vanh bersangkutan tidak hadir dalam
sersidangan lersebul Lang bersanghalan o:Anggap menerima spapun
vang relah dipuruskan

" b Dalam sidang dipumiskan apakah Anggota Badan Penpauwoas vuno

bersangkutan retop diusuikan wowk diberhentikan apakab
pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menvampatkan
keputusannva secara tertulis kepada Kepala Daerah.

«. Selambat-lambatnva | {sutu) bulan sejak ditcrimmnva kepatusan
sidang tersebut dalam hurufb ayan mi. Kepala Daersh menge luarkin
Keputssannya dan menvampatkan secara termuiis kepada Anggota
Badan Pengawas veng bersangkwutan. Direksi dan Anggota Badan
Pengawes lainnva.

Daolam hal menyampaikan Surar Keputusan udak menjadi hatal
demi hukum

lika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam wakin

1 {satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu dibeéritahukan

|

menurt ketentuan ayat () pasal ini. maka usul pemberhentian
dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dan keputusan sementara oleh Kepala
Dacrah yang bersangkutan menjadi batal demi hukum.

(61 a Jika Keputusan Kepala Daerah pada avat (4) huruf ¢ pasal in, tidak

dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersanghutzn
maka vang bersangkutan dapar mengajukan permohonan banding
secara tertulis kepada pejabat vang berwenang dengan di sertai alasan-
alasan dalam waktu 2 {dus) mingeu setelah pemberhentian tentang
Keputusan termasuk diterimanya- g

b Apabila Instansi atasan ridak mengambil keputusan terhadap
permohonan banding tersebut dalam wakty vang ditetapkan dalam
ayat (4) huruf ¢ pasal ini, maka Keputusan Kenala Daerzh tersehay
berlaku dengan sendirinva sehingga permohonan banding vang
bersangkutan dianggap tidak diterima. )

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGH
Pasal 19

(1] Semua Pegawai Perzszhaan Daerah termasuk anggota Direksi dalam

kedudukan selaku demikian yang tidak dibebani lugas penyimpanan
uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena
tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan wpas
vang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung
telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Dserah, Pasar Makassar
Raya, diwajibkan mengganti kerugian tersebat

(2} Ketentuan-ketentuan tenlang muntutan ganti rugi terhadap Pegawai

Daerah berlaku sepenuhnyva tethadap Pegawai Perusahaan Daerah:

{3} Semua Pegawal Perusahaan Daerah dibebani lugas penyimpanan

pembavaran atau penyerahan vang dan  surat-surat berharga milik
Perusshann Daerah dan harang-barang persediaan milik Perusshaan
Daerah vang disimpan didalam gudang dan aran tempar



peryimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan
itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan
tugssnya kepada badan vang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

t4) Pepawai dimaksud pada avat 3 (tiga) pasal ini periu mengirimkan
penanggungjawaban mengenai cara mengurusnya ke
dffiaksud avat (3] pasal ini ; i

(5) .'ir:m!m‘su:at bukti dan surat Jain yang termasuk kategori tata buku dan
admimistrasi, disimpan pada tempat khusus di Kantor Perusshaan
Ihtrahru dan atau pada tempat lain yang  ditunjuk Kepala Daerah,
km pemindahan sementara sesuai maksud  ayat (3) pasal ini dem;i
k_emmlgan hukum pemeriksaan‘penclitian;

t6) Untuk keperiuan pemeriksaan yang berkaitan dengan penentuan pajak
df“" tontrol Akuntan pada umumnyva surat bukti dan surat [ainnyva
dimaksud avat (5) pasal ini unwk sementars dapat dipindahkan ke
Akuntan Negara: '

(7) Dengan Peraturan Daeral dapat ditetapkan penvimpangan dari
keieatuan mengenai 1ala cara mntuan ganti gl yang berlaku bagi
P::gawalx Daerah dan Pegawai dimaksud pada svar (3) pasal ini vang
disesusikan dengan struktur organisast Perusahaan Daerah it sendiri.

BAB VIIi
TAITUN BURKU
Pasal 20

lahun Buku Perusahaan Daerah adalsh Tahun Takwin,

BABIX
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 21

111 Sziam I_:ai*]arn batnya 3 (tiga) bulan sebelum t2nun buku berjalan maka
wleh Direkst dikirimkan anggaran Perusahaan Daerah unuk dimintakan
perseiijuan Kepaia Daerah setelah mendapat paimbangan Badan

Pepgawas,
(2} Perubahan Anggaran vang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan

baru hares mendapat persetujuan Kepala Daersh setelah mmendapat
pertimbangan Badan Pengawas.

BAB X
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
RERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
Pausal 22

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Dacrah
disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daetah setiip 5 {tiga) butan dengan
tembuzan kepada Anggota Badan Pengawas.

BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 23

(1] Untuk setiap tabun buke oleh Direksi dikirimbkan perhitunzan uhupan
1erdin dan Neraca dan perhitungan rugi laba kepada Badan engawas.
selambat-lambatnya 3 (tga) bulan sesudah tahun buku:

(21 Cara perilaian pos dalam perhirungan rabunan harus dischutkan:

i3} Fika dalem waktu 1 (sa) bulan setelah wakre vang tersebut pads aya
i1} pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan ermilis.
maka perhitungan tahunan ind dianggap telah disahkan;

{4} Perhitungan Tahunan dimaksud pada avat (1 pasal ini disahkan oleh
Badan Pengawas dan pengesahan tersebut memberi kebebasan kepada
Direksi terhadap segala sesuatu termuat datam perhitungan tahunan

le_rsehul.
BABR X1
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PCMBCRIAN JASA PRODUKS!




(1)
[}

(3

1)

Pasal 24

{Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;

Penggunas laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan
penyusuian, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam
Perusaham Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Anggaran Pembangunan Dacrsh 30 %
bh. Untuk Anggaran Rutin Daerah 25 %
¢. Uintuk Cadangan 10 %
d. Direksi 3%
e. Sosial dan Pendidikan 10 %
[ Jasa Produlsi 10 %
g. Sumbangan dans pensiun dan sokongan 10 %

Penggunaan Isba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai
sjuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain dengan Keputusan
Pemerintah Dacrah;

(ara mengirus. penggunasn, peavusuian dan cadangan fujuan dimaksud
ayat 2 {dua) pasal ini direnrukan oleh Hadan Pengawas,

BAB X1l
KEPEGA WAIAN
rasal 15

Kedudukan hukum pegawai, gaji/pensiun Direks: dan pegawai/pekeija
Perusahaan Daerah, diatur dengan Pereturan Daerah yang berlaku
setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang dengan
memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji
pegawai daerah yang berlaku dan tunjangan lain vang diatur oleh Direksi
dengan persetujuan Badan Pengawas.

Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawal/pekeria
Perusahaun Daerah menusut Peraturan Kepegawsian dengan
perseiujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokek
K epegawaian Perusahaun Duerah sebugaimana dunaksud ayat (1) pasal
i,

16

(1}

{2

{3}

(1

13)

4]

BAB XIV
KONTROLE
Pasal 26

Dengan tidak mengurangi hak Pejabat yang berwenang dan badan lain
vang mentrit Peraturan Perundang-undangan vang bherlaku berwenang
mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu
mengenai pekerjazn mengurus Rumsh Tangga Daerah, oleh Kepala
Daerah ditunjuk Badan yang mempunysi kewajiban melakukan
kontrole/pengawasan atas pekerjasn menguasai dan mengurus
Perusahasn Daerah serta tangpung jawsbnya;

Hasi| Kontrole dimaksu dilaporkan oleh Kepala Daerah ke Dewan
Perwakilan Rakvor Dasrah Kotamadva Daerah Tingkat [T Ujung
Pandang;

Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas
pekcrjasn menguasei dan mengurus Perusahsan Dzerah serta
peranggungjavwabannva.

BAB XV
PEMBUEBARAN
Pasal 27

Pembubaran Perusshaan Daersh dan  penunjukan likwidaturnva
ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

Semua kekayaan Perusahasn Daersh diserahkan kembali kepada
Pemerintah Daegah |

Pertanggung jawaban Likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerzh
Kotamadva Daerah Tingkat 11 Ujung Pandadng “yang
memberikan pembebasan tanggunyg jawab tentang pekerjaan yang telsh
diselesaian:

Semua kekavaan Perusahaan setelah diliquidasi menjadi milik
Pemeriniah Daerah;

(5) Deiam hal liguidasi, Perusannan termasuk dalam ayar (1) passl

— — —
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ini Pemerintsh Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang didernita
pihak ketiga apabila kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan rugi/
laba yang telsh disahkan oleh Akuntan NegaraPublik.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjeng mengenai
pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. mak semua ketentnan yang
bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar senap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerzh ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Ujung Pandang.

Ditetapkan di Ujmg Pandang
Pada Tanggal : & Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA
KOTAMADYA DAERAH TINGEAT Il EEPALA DAERAH TINGKAT 11
LIUNG PANDANG UJUNG PANDANG

KETUA
td ol
Drs. H. BURHANUDOMM AL H B, AMIRUDDIN MAULA

Diundangkan dalam lembaran
Daerah Kotamadya Daecrah Tingkat

Il Ujung Pandang
Momor : |8 Tahun 1909
Seri D) Nomor 5

Tanggal : 9 Sepiember 1999

SEKRETARIS WILAYAH KOTAMAD
DAERAH TINGKAT 1 UJUNG PANDA

(% i

Drs. H M. FARID SUAIB, MS
Pangkat . Pembina Tk.]
NIP TG 0ET 203



